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PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara

cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan antara:

pENGGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan,

Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 09-07-1998, Pekerjaan: Wiraswasta,

Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Danau

Tempe I No. 10, Br/Lingkungan Tanjung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh,

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memilih

domisili hukum pada kantor hukum kuasanya tersebut dibawah ini,

yang telah memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 118/SK.Khusus/2019/PA.DPS.

tanggal 13 Mei 2019, bertindak untuk dan atas nama dan untuk

kepentingan Penggugat, kepada XXXXXXXXXXXXX. Advokat dan

Penasehat Hukum yang berkantor di “Bali International Law Office”

beralamat di Jl. Tunjungsari, Perum Persadasari Blok D No. 32

Denpasar, HP XXXXXXXXXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

tERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Sidoarjo, 16

Juli 1997, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Islam, Alamat dahulu: Jl. Danau Tempe I No. 10, Br/Lingkungan

Tanjung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan,

Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas

dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

(Ghoib) untuk selanjutnya disebut sebagai, untuk selanjutnya disebut

sebagai Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019

telah mengajukan cerai gugatyang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Denpasar dengan Nomor: 246/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 13 Mei

2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan Cerai Gugat, dengan alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang

telah menikah secara Agama Islam pada hari Senin Tanggal 12 Mei 2018,

bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1439 Hijriyah di hadapan Pejabat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah

tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan

bertempat tinggal di Denpasar;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1(satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di

Denpasar pada tanggal 17-09-2018;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya dapat dikatakan

bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga

perselisihan dan pertengkaran , karena Tergugat keras kepala, namun

kesemuanya masih dapat di diselesaikan dengan baik;

5. Bahwa penyebab Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan ikatan

perkawinan dengan Tergugat , oleh karena ternyata Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat ;

6. Bahwa yang lebih menyedihkan adalah bahwa Tergugat telah pergi dengan

perempuan lain, pergi entah ke mana dan tidak ada kabarnya sama sekali

kira-kira sejak anak kami masih dalam kandungan Penggugat sampai

sekarang ini;

7. Bahwa Penggugatlah yang sampai sekarang ini mengasuh, mendidik dan

membesarkan anak tersebut;

8. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat Telah

menjatuhkan talak secara lisan;

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah

mawaddah warohmah, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya yaitu bertengkar terus menerus

yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;

10.Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, yang masih

memerlukan limpahan kasih sayang dan bimbingan Penggugat sebagai

ibunya, maka wajar apabila hak asuh (hadhanah) anak tersebu diberikan

kepada Penggugat;

12.Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana

disebutkan dalam pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang

menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila

mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan

memberi keputusannya;

13.Bahwa pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menyatakan

bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12

(dua belas) tahun adalah hak ibunya. Maka dengan ini Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini kiranya memutuskan

menetapkan penguasaan atau hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat

dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat sebagai

ibu kandungnya dengan alasan bahwa oleh karena anak tersebut masih

dibawah umur, atau belum mumayyiz sehingga masih memerlukan belaian

kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari Penggugat sebagai ibu

kandungnya demi masa depan anak tersebut kelak dikemudian hari;

14.Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di

atas cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan

Agama Denpasar untuk mengabulkan gugatan ini;
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Bahwa oleh karenanya, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan

Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu raj’i kepada Tergugat kepada Penggugat;

3. Menetapkan penguasaan atau hak asuh (hadhanah) anak yang

bernama XXXXXXXX kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan

yang seadil-adilnya

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

sebagaimana relaas panggilan Nomor: 246/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 16 Mei

2019 dan tanggal 17 Juni 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

sidang. Sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang

sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya
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untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang

menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXX atas nama

Penggugat, tertanggal 07 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Denpasar bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta

telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh

Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 12 Mei 2018,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen

serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat

tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.2) dan diparanak Penggugat

tanggal 16 Oktober 2018 yang dilekularkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen

serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat

tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.4) dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Jalan Danau Tempe I No. 10, Banjar Tanjung, Sanur,
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Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah

dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat

keras kepala;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir

bathin sejak Juli 2017 sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang karena Tergugat pergi

dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tahu anak yang bernama xxxxxxxxxx, laki-laki lahir di

Denpasar pada tanggal 17 September 2018 berada dalam asuhan

dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut selama tinggal bersama

Penggugat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada tekanan

bathin;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman di Jalan Batusari Gang. Wara-wiri No. 36 E, Banjar Madura,

Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, di bawah
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sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah

dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat

keras kepala ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir

bathin sejak Juli 2017 sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang karena Tergugat pergi

dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tahu anak yang bernama xxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir di

Denpasar pada tanggal 17 September 2018 berada dalam asuhan

dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut selama tinggal bersama

Penggugat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada tekanan

bathin;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya

Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal

yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak
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terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka sidang

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan

yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini

dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan

yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur, hal ini sesuai

dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar

Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du’iya ilal hakim,

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejelis:

نم يعد ىإل مكاح نم ماكح نيملسمال ملف بجي وهف مالظ ال قح هل

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap

di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu,

maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini

tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
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dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat

disebabkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan antara Penggugat telah

pisah rumah sejak Juli 2017 sampai sekarang tidak berkumpul lagi karena

Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya mengakibatkan Penggugat

menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua

orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat,

Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara

formil maupun materiil;

A. Penillaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan

akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
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serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal dan meteriil serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

3. Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang

merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen

serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formal dan meteriil serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai

dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-
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dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua

Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi,

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar, Provinsi Bali;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 12 Mei 2018 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

3. Bahwa sejak lama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat

keras kepala dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah rumah karena Penggugat pergi hingga sekarag sehingga

Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxx, laki-laki yang

lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2018 berada dalam asuhan

Penggugat, karena masih belum dewasa;

5. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat lebih nyaman hidup bersama
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dengan Penggugat selaku ibu kandung dan mempunya penghasilan tetap;

6. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk

kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan

demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi

in judicio) dalam perkara a quo dan perkara ini menjadi kewenangan

absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

karena sejak lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat mempunyai

keras kepala dan telah pisah rumah sejak Juli 2017 hingga sekarang; (vide:

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Anak Penggugat dan Tergugat lebih nyaman hidup bersama Penggugat

selaku ibu kandung karena memiliki penghasilan tetap;

5. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak

berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut

agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap

Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP

No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam (KHl)

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada

harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak

maupun cerai gugat yaitu:

 Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;

 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada

harapan untuk rukun kembali;

 Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan

Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus-menerus disebabkan Tergugat keras kepala, maka dengan demikian

unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-

menerus mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak

Juli 2017 hingga sampai sekarang dan tidak mungkin untuk disatukan kembali

dalam rumah tangga, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat

dalam sidang, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka

unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan

perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu

rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang

diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu

pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Hukum lslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

yang menyatakan:

دقو راتخا مالسإال ماظن قالطال نيح برطضت ةايحال نيجوزال ملو دعي عفني اهيف حئاصن

الو حلص ثيحو حبصت ةطبرال جاوزال ةروص نم ريغ حور نأل رارمتسإال هانعم نأ مكحي

ىلع دحأ نيجوزال نجسالب دبؤمال اذهو ملظ هابأت حور ةالدعال
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Halaman 16 dari 21 halaman Put. No. 246/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Artinya : "lslam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah

dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab

dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri

atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah

suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat

keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang

terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal

22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama

sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4

tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah

(broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil,

sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau

masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan

telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundangan seperti tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam

kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai

berikut:

نإو دتشا مدع ةبغر ةجزال اهجوزل قلط اهيلع اقال ىض ةقلط

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada

suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu

dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan

dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam

bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang

dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat

agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap

Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan berdasarkan bukti

surat P.3 akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa

Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak

bernama xxxxxxxxxxx;
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Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak/pemeliharaan anak,

Penggugat menghendaki anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dipelihara

Penggugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak

ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral

dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat

menerangkan anak yang dimohonkan Penggugat adalah anak belum dewasa,

dan sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah)

adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena

itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan

memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;

- Menurut Al Qur’an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnan ’ala wahnin) dan

setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab,

sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu
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Halaman 19 dari 21 halaman Put. No. 246/Pdt.G/2019/PA.DPS.

mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang

mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

menentukan, ”dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf

(b) menyatakan, ”jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa keduanya lagi

pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan

dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan

memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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Halaman 20 dari 21 halaman Put. No. 246/Pdt.G/2019/PA.DPS.

3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx lakI-laki, lahir di

Denpasar pada tanggal 17 September 2018 berada di bawah

hadlonah/asuhan dan Perwalian Penggugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 08 Shafar

1441 H oleh kami DRS. AF. MAFTUKHIN, MH., sebagai Ketua Majelis, H.

SUDI, SH, dan DRS. A. JUNAIDI, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh H.

MUJEMAL, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat.

KETUA MAJELIS,

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

H. S U D I, SH. DRS. A. JUNAIDI, MHI.
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Halaman 21 dari 21 halaman Put. No. 246/Pdt.G/2019/PA.DPS.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Proses (ATK)

3. Biaya Panggilan

4. PNBP. Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 600.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 716.000,-

( Tujuh ratus enam belas saturibu rupiah);
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